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TERHADAP TIDAK DITERAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS GAYUS 
TAMBUNAN OLEH PENEGAK HUKUM (KAJIAN TERHADAP 
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1198K/PID.SUS/2011). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan dari penulisan yang dilakukan oleh penulis ialah untuk mengetahui 
kasusposisi dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang 
melibatkan Gayus Tambunan, khususnya penelitian ini memiliki tujuan untuk 
menguraikan alasan tidak diterapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam 
kasus Gayus Tambunan. 
Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum 
normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 
hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Putusan 
Mahkamah Agung No. 1198K/Pid.Sus/2011, yakni melalui media internet 
(website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur, jurnal, koran dan 
internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan  adalah studi 
kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berupa buku, tulisan, 
dokumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang 
diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika 
deduksi, yakni dengan pengajuan premis mayor kemudian premis minor, setelah 
itu baru ditarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. 
Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan dua 
jenis tindak pidana yang tak terpisahkan, sebab korupsi merupakan tindak pidana 
asal dari pencucian uang. Begitu juga dengan kasus yang melibatkan Gayus 
Tambunan yang merupakan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
pencucian uang. Namun dalam prosesnya (sesuai dari Putusan Mahkamah Agung 
No. 1198K/Pid.Sus/2011), Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diterapkan oleh penegak 
hukum. Dengan tidak diterapkannya undang-undang tersebut sebenarnya 
memeberi celah kepada para koruptor untuk dapat melakukan pencucian uang atas 
hasil tindakan korupsinya dengan berbagai macam cara yang menimbulkan 
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The purpose of this writing is to determine the position on the cases of 
corruption and money laundering which is involving GayusTambunan, especially 
in the application failure of Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and 
combating laundering money in the case of GayusTambunan. 
In this legal research, the writer uses normative legal research. Types of 
legal materials which is used in this study are primary and secondary legal 
materials. The primary legal materials obtained from the Supreme Court Verdict 
No. 1198K/Pid.Sus/2011, that is the website of directory Supreme Court of the 
Republic of Indonesia, also the laws and regulations relating to this problems. 
While secondary law derived from books, literature, journals, newspapers and the 
Internet. The legal material was collected by the study of literature, by studying 
materials such as books, writings, documents and legislation related to the 
problems examined. The analysis technique used in this study is a deduction 
logical, that is the major premise filing then the minor premise, after that the 
conclusion’s had drawn fromthe both premises. 
Corruption and money laundering are two types of criminals offense which 
is inseparable, because corruption is the predicate offense of money laundering. 
TherebyGayusTambunan’s case, which is the case of corruption and money 
laundering. But in the process (based on the Supreme Court Verdict No. 
1198K/Pid.Sus/2011), Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating 
of Money Laundering that is not applied by the law enforcement. The application 
failure of the law actually counts the gap to the criminals to commit money 
laundering for actions of corruption in various ways that cause harm to law 
enforcement in Indonesia. 
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